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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ekonomi Makro 

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan 

masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat 

dipenuhi oleh pihak swasta. Definisi pengeluaran pemerintah yang 

dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program 

yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat 

membantu, terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah 

menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian melalui 

perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah harus 

melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan. 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan 

jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai 
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pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro. Adapun teori 

mengenai pengeluaran pemerintah:
1
 

1. Teori Rostow dan Musgrave 

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh 

Rostow dan musgrave adalah pandangan yang ditimbulkan dari 

pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh 

banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain 

itu, tidak jelas apakah akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam tahap 

demi tahap atau akan terjadi dalam beberapa tahap secara simultan. 

2. Hukum Wagner 

Hukum Wagner menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman empiris 

dari Negara-negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner 

mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan 

perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan 

meningkat. Meski demikian, Wagner menyadari bahwa dengan 

tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri 

dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau 

kompleks. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak 

didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi 

Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai 

pemerintah (organic theory of state) yang menganggap pemerintah

                                                             
1 Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, (Yogyakarta: BPFE, 2018), hal. 170-176 
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sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota 

masyarakat lainnya. 

3. Teori Peacock dan Wiseman 

Teori Peacock dan Wiseman yang didasarkan pada suatu pandangan 

bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran 

sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. 

Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu 

tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak 

dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah 

sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk 

membayar pajak. Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan 

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat 

walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh 

sebab itu dalam keadaan normal, meningktnya GDP menyebabkan 

penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan 

pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan 

normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah 

harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena 

itu pemerintah melakukan penerimaanya dengan cara menaikkan tarif 

pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi 

berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak 
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sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah 

perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif 

pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak 

dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan 

bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran 

pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP 

naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya. 

 

B. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah disebut juga dengan PAD, menurut UU 

No. 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-

undangan. Menurut Damas, pendapatan asli daerah adalah pendapatan 

yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan 

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.2  

 

Sedangkan menurut Rudy Badrudin, pendapatan asli daerah 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang tujuannya untuk 

memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.3 

Dari berbagai pendapat teori Pendapatan Asli Daerah diatas bisa 

disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah 

                                                             
2 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah..., hal. 18 
3 Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hal. 

99 
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yang bersumber dari daerah itu sendiri yang berupa dana dan 

pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah dan diatur oleh 

perundang-undangan untuk mewujudkan asas desentralisasi. 

Pendapatan ini sering kali dijadikan sebagai indikator dalam 

menentukan tingkat kemajuan disuatu daerah. Daerah yang dianggap 

maju ialah daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi. 

Hal ini dapat dimengerti karena dengan semakin besarnya pendapatan 

asli daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dalam hal APBD akan semakin berkurang. Meskipun 

begitu, pemerintah daerah dilarang untuk memungut biaya kepada 

masyarakat yang dapat mengakibatkan tingginya biaya perekonomian 

di daerah setempat yang akhirnya akan kurang mendukungnya dalam 

investasi/ dunia usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang 

untuk menetapkan peraturan daerah yang dapat menghambat mobilitas 

penduduk. 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah  

Dalam upayanya untuk memperbesar peran pemerintah daerah 

dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri 

dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahannya. Berdasarkan 

hal diatas, dapat dilihat bahwasannya pendapatan asli daerah tidak dapat 

dipisahkan dengan belanja modal, karena adanya saling keterkaitan satu 

sama lain dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan 

dibuat guna melancarkan pemerintahan daerah. 
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Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan 

mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan formula sebagai 

berikut: 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-Lain PAD yang sah 

a) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.
4
 Berikut adalah teori 

yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak 

kepada negara untuk memungut pajak. Teori tersebut antara lain:
5
 

 

1) Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-

hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak 

yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena akan 

memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2) Teori kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan (misalnya yaitu perlindungan) masing-masing 

orang. Semakin besar kepentingan seseorang tersebut terhadap 

negara, maka semakin besar pula tinggi pajak yang harus 

dibayar. 

                                                             
4 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), hal. 393 
5 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2013), hal. 3 
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3) Teori daya pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya 

ialah pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-

masing orang. 

Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari beberapa jenis: 

1) Jenis Pajak Provinsi 

2) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota 

Berdasakan UU No. 28 Tahun 2009, Jenis pajak provinsi 

terdiri atas:
 6

 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan  

5) Pajak Rokok  

Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas: 
7
 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan  

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

 

Jenis pajak Kabupaten/ Kota tidak bersifat limitatif, artinya 

Kabupaten/ Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-

sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam 

UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang 

                                                             
6 Irwanasyah Lubis, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan 

Hukum, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 92 
7 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 

119-128 
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bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan 

dalam UU tersebut.  

Kriteria dimaksud adalah:
8
 

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah 

Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas 

yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di 

wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum 

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau 

objek pajak Pusat 

5) Potensinya memadai 

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 

8) Menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak daerah 

haruslah dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang sudah 

dimaksudkan tersebut. Karena dalam pemungutan pajak tidak boleh 

ada yang dirugikan.  

b) Retribusi Daerah 

Di  samping  pajak  daerah, sumber  pendapatan  asli  daerah  

yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada 

terbentuknya pendapatan  asli  daerah adalah  retribusi daerah.  

Menurut Undang-undang  28 Tahun  2009,  retribusi  adalah  

pungutan daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa atau pemberian  

izin tertentu yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan oleh 

pemerintah daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9
 

 

                                                             
8 Machfud Sidik, “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”, Paper, LAN: Bandung dalam http://storage.jak-

stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_280.pdf diakses pada tanggal 20 Mei 2018 
9 Okta Sigit Utomo, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di DPPKAD  Wilayah karisidenan Surakarta)”, Naskah 

Publikasi, Universitas Muhamdiyah: Surakarta, 2013, dalam 

http://eprints.ums.ac.id/23846/1/halaman_depan.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2018  

http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_280.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_280.pdf
http://eprints.ums.ac.id/23846/1/halaman_depan.pdf
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Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan  tujuan  

retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah  masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis  

pelayanan publik di daerahnya. Semakin efesien pengelolaan 

pelayanan publik  di suatu daerah,  maka  semakin kecil tarif 

retribusi yang dikenakan. Jadi  sesungguhnya dalam  hal 

pemungutan  iuran  retribusi  itu dianut asas manfaat (benefit  

prinsiples). Dalam  asas  ini  besarnya  pungutan ditentukan  

berdasarkan  manfaat  yang diterima  oleh  si  penerima  manfaat  

dari pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Namun yang  

menjadi persoalannya ialah  dalam menentukan berapa  besar  

manfaat  yang  diterima oleh orang  yang  membayar  retribusi 

tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus 

dibayarnya. 

Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui  beberapa  

langkah, yaitu: 

1) Diidentifikasi  manfaat  fisik  yang dapat diukur besarnya  

2) Diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga  

pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan  

survei  tentang kesediaan membayar.  

Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan 

berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar  

memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga 
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mencerminkan hubungan yang jelas  antara  tarif  retribusi  dengan 

pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu: 

1) Retribusi jasa umum 

2) Retribusi jasa usaha 

3) Retribusi perizinan tertentu 

Retribusi daerah yang pertama ialah Jasa umum merupakan 

jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk 

jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah 

kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. 

Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang 

dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah. 

Kedua ialah Retribusi Jasa Usaha, jenis-jenisnya yaitu: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 

3) Retribusi Terminal 

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

5) Retribusi Tempat Penitipan anak 

6) Retribusi Tempat Penginapan 

7) Retribusi Penyedotan Kakus 
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8) Retribusi Rumah Potong Hewan 

9) Retribusi Pendaratan Kapal 

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

11) Retribusi Penyeberangan diatas Air 

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair  

13) Retribusi Penjualan Produksi Perizinan Tertentu. 

Objeknya jasa usaha antara lain penyewaan aset yang 

dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyedian tempat 

penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan 

penjualan bibit. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa ini. Tarif retribusi ini ditetapkan oleh daerah 

sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan 

yang dapat dianggap memadai. Jika jasa yang bersangkutan 

diselenggarakan oleh swasta. 

Ketiga adalah Retribusi Perizinan Tertentu, jenis-jenisnya 

adalah: 

1) Retribusi Pembentukan Penggunaan Tanah 

2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

3) Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

4) Retribusi Izin Gangguan 

5) Retribusi Izin Trayek  

6) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan 
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c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan 

hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari 

pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, 

maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan ini mencakup yaitu:
10

 

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 

Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

2) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 

Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta atau kelompok usaha masyarakat 

d) Lain-lain PAD yang sah 

“Lain-lain PAD yang sah bertujuan untuk memberikan 

peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari 

PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana 

darurat”.
11

 Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana 

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

                                                             
10  Ahmad Yani, Hubungan keuangan..., hal. 73-74 
11 Kendy Rama Nuzulistyan, et. all., “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Dppad Provinsi Jawa 

Tengah Periode Tahun 2008-2015), Artikel, Universitas Pandaran: Semarang, 2015, dalam 

https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/671/652, diakses pada tanggal 28 

Agustus 2018 

https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/671/652
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Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang 

sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang 

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah 

merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis 

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri 

atas:
12

 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah 

5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh 

daerah 

6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing 

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

8) Pendapatan denda pajak 

9) Pendapatan denda kontribusi 

10) Pendapatan hasil eksekusi dan jaminan 

11) Pendapatan dari pengembalian 

12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

dan 

14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Ahmad Yani, Hubungan keuangan..., hal. 74 
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C. Dana Alokasi Umum 

1. Pengertian Dana Alokasi Umum  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana 

perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. 

Dana Alokasi Umum adalah “dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk 

pelaksanaan desentralisasi”.
13

 Dana Alokasi Umum tersebut 

dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam 

negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan untuk 

pemerataan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran 

daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/ 

kota. 

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan 

keungan antar daerah atau untuk mengurangi ketimpangan keuangan 

antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan 

kebutuhan dan potensi disuatu daerah.
14

 DAU ditentukan berdasarkan 

besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) disuatu daerah, yang merupakan 

selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal 

capacity). Alokasi DAU bagi suatu daerah yang potensi fiskalnya besar 

                                                             
13 Ibid., hal. 142 
14 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 134 
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tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi DAU 

yang relatif kecil. Dan sebaliknya, daerah yang memiliki potensi 

fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar, maka juga akan 

memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Maka dapat disimpulkan 

bahwa prinsip diatas menegaskan fungsi DAU sebagai faktor 

pemerataan kapasitas fiskal. 

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada 

daerah yang bersifat block grant yang kewenangan pengaturan dan 

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. DAU merupakan 

komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat 

strategis untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antar suatu 

daerah. Proporsinya yang besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas 

akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan 

pemerintahan disuatu daerah. 

2. Perhitungan Dana Alokasi Umum  

Rumus perhitungan Dana Alokasi Umum: 

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal 

Keterangan: 

Alokasi Dasar = Gaji PNSD 

Celah fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal  
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Berikut merupakan skema perhitungan Dana Alokasi Umum 

(DAU) yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang 

menyusun Alokasi Dana Alokasi Umum: 

Gambar 2.1 

Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP Nomor 

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
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Kebutuhan  Fiskal  adalah  Hasil  perkalian  antara  Total  Belanja  

Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing  

bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah,  

Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan 

Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita. Sedangkan 

Kapasitas Fiskal adalah hasil penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Bagi Hasil.
15

 

Kebutuhan Fiskal: 

  kBf = TBR (ꝺ1IP + ꝺ2IW + ꝺ3IPM + ꝺ4IKK + ꝺ5IPDRB/kap) 

Kapasitas Fiskal: 

  KpF= PAD + DBH Pajak + DBH SDA 

Total belanja daerah rata-rata:  

= Belanja pegawai + belanja barang + belanja modal 

                      Jumlah provinsi atau kabupaten/ kota 

Indeks jumlah penduduk daerah: 

=                jumlah penduduk daerah 

        Rata-rata jumlah penduduk secara nasional 

Indeks luas wilayah: 

                 =            luas wilayah daerah 

           Rata-rata luas wilayah secara nasional 

 

                                                             
15 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan..., hal. 144-145 
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Indeks kemahalan kontruksi daerah: 

=       indeks kemahalan kontruksi daerah 

  Rata-rata kemahalan kontruksi per nasional 

Indeks pembangunan manusia daerah: 

      =              IPM daerah 

           Rata-rata IPM secara nasional 

Indeks PDRB per Kapita daerah: 

=               PDRB perkapita daerah 

    Rata-rata PDRB per kapita nasional 

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi: 

     = bobot provinsi x DAU provinsi 

Bobot provinsi: 

   = celah fiskal suatu daerah provinsi 

         Total celah fiskal seluruh provinsi 

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam 

pembagian DAU kepada daerah propinsi dan daerah kabupaten dan 

kota maka penetapan formula disrtibusi DAU ditetapkan oleh Dewan 

Petimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri 

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan 

BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan 

asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh 

DPRD. 
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D. Dana Alokasi Khusus 

1. Pengertian Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional.16 Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU 

Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar  DAK ini diatur lebih 

lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi  

pembangunan,  pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan 

prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang 

panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak 

termasuk penyertaan modal. Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang 

pendidikan meliputi: 

1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, 

2. Pengadaan/ rehabilitasi sekolah/ ruang kelas, 

3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari 

perpustakaan, 

4. Pembangunan/ rehabilitasi rumah dinas penjaga/ guru/ kepala 

sekolah, dan peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/ 

                                                             
16 Abd Rachim AF, Barometer Keuangan..., hal. 53 
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penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas 

pendidikan lainnya di sekolah. 

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi 

kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan 

dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, 

pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam 

rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan 

pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Untuk 

menyatakan komitmen dan tangung jawabnya, daerah penerima wajib 

mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 

10% dari jumlah DAK yang diterimanya.  

Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 

menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara 

penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol 

atau negatif. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima  

DAK yang mempunyai selisih antara penerimaan Umum APBD dan 

belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. 

2. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus 

Berdasarkan kriteria-kriteria tertentulah suatu daerah memperoleh 

pengalokasian DAK. Kriteria tersebut berdasarkan kriteria umum, 

kriteria khusus, dan kriteria teknis.
17

 

 

                                                             
17 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan..., hal. 166 
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a. Kriteria Umum 

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang 

dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi 

dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

b. Kriteria Khusus 

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik 

daerah. 

c. Kriteria Teknis 

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan 

didanai dari DAK. 

Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus 

menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bidang Pendidikan 

DAK dalam hal ini dialokasikan untuk mendukung penuntasan 

program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan 

bermutu. Kegiatan DAK di tahun 2013 diutamakan untuk 

merehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, 

pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, 

pembangunan laboratorium, dan penyediaan peralatan pendidikan. 
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b. Bidang Kesehatan 

Dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas dalam 

pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka 

kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, dan 

pencegahan penyakit serta penyehatan lingkungan terutama untuk 

pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah 

tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah 

bermasalah kesehatan. 

c. Bidang Infrastruktur Jalan 

Dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten maupun kota serta 

menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung 

pengembangan koridor ekonomi wilayah atau kawasan. 

d. Bidang Infrastruktur Irigasi 

Dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

layanan jaringan irigasi atau rawa yang menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung pemenuhan 

sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan Menuju 

Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 2014. 

e. Bidang Infrastruktur Air Minum 

Dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam 

rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals 
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(MDGs) yaitu penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan 

perdesaan termasuk daerah yang tertinggal. 

f. Bidang Infrastruktur Sanitasi 

Dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan 

pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan 

persampahan secara komunal atau terdesentralisasi untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. 

g. Bidang Prasarana Pemerintahan Desa 

Dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik, yang diutamakan kepada 

daerah pemekaran dan daerah yang tertinggal.  

h. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan  

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan 

perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat 

menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial 

dasar, dan pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara 

berkelanjutan.  

i. Bidang Kelautan dan Perikanan 

Dilokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana produksi, 

pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data 

statistik untuk mendukung industrialisasi, serta penyediaan sarpras 

terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.  
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j. Bidang Pertanian 

Dilokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan 

sarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan 

pertanians erta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk 

meningkatkan produksi bahan pangan. 

k. Bidang Keluarga Berencana (KB) 

Dilokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akeses dan 

kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui 

berbagai program maupun kegiatan. 

l. Bidang Kehutanan 

Dilokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)  

teutama didaerah hulu dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan daya dukung wilayah.  

m. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 

Dilokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah 

yang tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan 

RKP 2013. 

n. Bidang Sarana Perdagangan 

Dilokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

perdagangan.  

o. Bidang Energi Perdesaan  

Dilokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan 

setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, 
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termasuk masyarakat di daerah yang tertinggal dan kawasan 

perbatasan terhadap energi modern.  

p. Bidang Perumahan dan Pemukiman 

Dilokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan 

utilitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka 

menstimulasi pembangunan perumahan dan permukiman. 

q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

Dilokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama 

keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan 

tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu 

lintas.  

 

E. Belanja Modal 

1. Pengertian Belanja Modal  

Belanja Modal menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan  

bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan, 

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.
18

 Menurut Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah 

                                                             
18 Hariyati K. Danial, “Analisis Belanja Modal dan Penyajian dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Tomohon”, Jurnal EMBA, Vol. 2 No. 2 Juni 2014, Universitas Sam Ratulangi: 

Manado, hal. 852-853, dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4422, 

diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4422
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aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa 

manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

2. Jenis Belanja Modal 

Adapun jenis-jenis belanja modal adalah sebagai berikut: 

a. Belanja modal tanah 

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan  

untuk pengadaan/pembelian/pembebasan  penyelesaian,  balik  

nama  dan  sewa tanah, pengosongan,  pengurugan,  perataan,  

pematangan  tanah, pembuatan  sertifikat,  dan  pengeluaran  

lainnya  sehubungan  dengan pemerolehan  hak  atas  tanah,  

sampai  tanah  yang  dimaksud  dalam kondisi siap pakai. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 

Belanja  Modal  peralatan  dan  mesin  adalah  pengeluaran/biaya  

yang digunakan untuk pengadaan/ pertambahan/ penggantian dan 

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor 

yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

c. Belanja modal gedung dan bangunan 

Belanja Modal gedung dan bangunan  adalah  pengeluaran/biaya  

yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan  

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan  
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pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah 

kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kodisi 

siap pakai. 

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah  pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ 

peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan  

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 

pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai 

jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

e. Belanja modal fisik lainnya 

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya  yang 

digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ 

peningkatan  pembangunan/ pembuatan  serta  perawatan  terhadap  

fisik  lainnya  yang  tidak  dapat dikategorikan  kedalam  kriteria  

Belanja  Modal  tanah,  peralatan  dan mesin, gedung dan 

bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja 

ini adalah Belanja Modal kontrak  sewa beli, pembelian barang-

barang  kesenian,  barang  purbakala  dan  barang  untuk  museum, 

hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal 

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh dalam 

rangka pembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.
19

 Dan sesuai 

dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 54 Belanja modal 

adalah bagian dari belanja langsung dan merupakan komponen dari 

belanja daerah sehingga didanai oleh pendapatan daerah. Maka, besar 

kecilnya alokasi Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya 

pendapatan daerah.
20

  

 

Dan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa “APBD disusun 

sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

pendapatan daerah.”
21

 Bisa disimpulkan bahwa dalam setiap 

penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan 

belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu 

kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah 

menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah “semua hak daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan.”
22

 Pendapatan Daerah, meliputi 

“semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang 

menambah ekuitas dana yaitu pendapatan asli daerah, dana 

                                                             
19 Hariyati K. Danial, “Analisis Belanja..., hal. 852-853 
20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 
21 Peraturan Pemerintah Reupblik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.”
23

 Dana 

perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus. 

Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) biasanya akan 

semakin tinggi pula Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan 

kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana 

Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya 

menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan 

utusan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan 

adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan 

pemerintah daerah dapat meningkatkan persentase Belanja Modal 

daerahnya. 

 

F. Perspektif Ekonomi Islam 

1. Ekonomi Islam 

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, karena ia 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama islam. 

Sebagai derivasi dari agama islam, maka ekonomi islam akan 

mengikuti agama islam diberbagai aspeknya. Ekonomi islam muncul 

sejak agama islam dilahirkan. Berbagai ahli ekonomi Muslim 

mendefinisikan ekonomi islam dengan berbagai pengertian. Untuk 

                                                             
23 Nunuy Nur Afiah, Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 15 
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memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan 

definisi ekonomi islam dari beberapa ekonom muslim:
 24

 

a. Hazanuzzaman (1984) dan Metwally (1995) 

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari 

ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Jadi, segela bentuk pemikiran 

ataupun praktik ekonomi yang tidak berlandaskan dari Al-Qur’an 

dan Sunnah maka tidak dapat dikatakan sebagai ekonomi islam. 

Untuk dapat menjawab permasalahan dimasa ini yang belum 

dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, digunakanlah metode fiqh 

untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut sesuai dengan ajaran 

Al-Qur’an dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi islam 

dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu 

ekonomi islam belum didukung oleh praktik. Ekonomi islam 

dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. 

Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris 

dipandang bikan sebagai kelemahan ekonomi islam, melainkan 

kegagalan ekonom dalam menafsirkan Al-Qur’an dan Sunnah. 

b. Mannan (1993), Ahmad (1992) dan Khan (1994) 

Ekonomi islam merupakan implementasi sistem etika islam dalam 

kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan moral 

masyarakat. Ekonomi islam bukan sekedar memberikan justifikasi 

hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun 

                                                             
24 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 18-19 
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menenkankan pada pentingnya spirit islam dalam setiap aktivitas 

ekonomi.  

c. Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994) 

Ekonomi islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat 

muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh. 

Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan penafsiran dan 

praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat islam yang tidak bebas 

dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonom setidaknya 

dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma, nilai-nilai dasar islam, 

batasan ekonomi dan status hukum, aplikasi dan analisis sejarah. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

islambukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh individu dan komunitas kaum muslim yang ada, namun juga 

merupakan perwujudan prilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran 

islam. Mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, 

menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai 

permasalahan ekonomi. 

2. Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional diartikan sebagai 

suatu langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam 

sistem pajak atau dalam pembelanjaan (goverment expenditure). Tujuan 

kebijakan fiskal dalam ekonomi sekuler adalah tercapainya 

kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi 
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individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual dari 

manusia tersebut. Kebijakan fiskal terutama ditujukan untuk mencapai 

alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, 

dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Kebijakan fiskal dan 

keuangan mendapatkan perhatian khusus dalam perekonomian islam 

sejak awal. Dalam negara islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu 

cara untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan dalam Imam Al-

Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga 

keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.
25

  

Kebijakan fiskal memegang peranan yang penting dalam sistem 

ekonomi islam bila dibandingkan dengan ekonomi moneter. Adanya 

larangan menganai riba serta kewajiban untuk membayar zakat 

menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal 

dibandingkan dengan kebijakan ekonomi moneter. Larangan bunga 

dilakukan pada tahun Hijriah keempat dan mengakibatkan sistem 

ekonomi islam yang dilakukan oleh nabi terutama bersandar pada 

kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara islam yang dibangun 

oleh nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian 

suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana 

kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun 

negara Islam tersebut.  

                                                             
25 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2006), hal. 203 
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Al-Qur’an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan 

tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang 

terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan 

demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik 

dalam Islam setelah al-Qur’an. Dalam Islam, kebijakan fiskal 

merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga 

kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk 

perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat 

saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi 

yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat 

manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengahtengah 

masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di 

tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan 

masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta 

keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. 

Kebijakan fiskal mempunyai peran penting yang didasarkan pada 

alasan-alasan sebagai berikut: peran kebijakan fiskal relatif dibatasi, 

dua hal yang mendasarinya; pertama, tingkat bunga yang tidak 

mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam, sesuai Firman 

Allah dalam QS. 2:276-278, QS. 3:130, QS. 4:161, QS. 30:39. Kedua, 

Islam tidak membolehkan perjudian karena dapat menimbulkan 

perjudian yang mengandung spekulasi (untung-untungan). Pemerintah 

Islam harus lebih keras dan tegas dalam menjamin bahwa pungutan atas 



54 
 

 

zakat dapat dikumpulkan dari setiap muslim yang mempunyai 

kelebihan harta yang telah mencapai nishab.
26

 

Dalam perspektif konvensional, struktur Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen dan cara yang 

digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, 

yaitu:
27

 

a. Melakukan Bisnis  

Pemerintah dapat melakukan bisnis perusahaan lainnya, 

misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini 

diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber pendapatan negara. 

b. Pajak  

Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan 

cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam 

berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak 

bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada 

masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga 

dapat menimbulkan ketidakstabilan. 

 

 

                                                             
26 Nurul Huda, et. all., Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 

2008), hal. 191 
27 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 

hal. 255 
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c. Meminjam Uang  

Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau 

sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di 

kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat 

informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus 

membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang 

dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan 

tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. 

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, 

yaitu (1) kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, 

(2) kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrumen tersebut 

tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan 

pendapatan terdiri dari dari:
28

  

a. Zakat 

Sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan negara 

Islam ialah zakat, yang merupakan salah satu dari rukun islam. 

Zakat dipandang sebagai bagian dari ibadah yang tidak dapat 

diganti oleh sumber pembiayaan negara apapun di mana pun juga.
29

 

Zakat yang dimaksud ialah zakat pendapatan, zakat peternakan dan 

zakat pertanian. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik 

                                                             
28 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 159 dan 173 
29

 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima 

Yasa, 1997) hal. 248 
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zakat yang meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum 

dalam QS At-Taubah (9):60. 

ا  هَ ٍِ هَ يَن عَ هِ ايِ عَ نْ ا يِن وَ اكِ ًَسَ انْ ءِ وَ ا زَ قَ فُ هْ اتُ نِ قَ دَ ا انصَّ ًَ َّ إِ
 ٍِ ابِ ٍمِ انهَّهِ وَ بِ سَ  ً فِ يَن وَ يِ ارِ غَ انْ ابِ وَ ً انزِّقَ فِ ىِ وَ هُ ىبُ هُ ةِ قُ نَّفَ ؤَ ًُ نْ ا وَ

ٍىٌ كِ ٍىٌ حَ هِ انهَّهُ عَ وَ    ۗ ٍَ انهَّهِ  ةً يِ ٌضَ زِ ۗ   فَ ٍمِ   انسَّبِ
 

Terjemahan: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan 

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari 

Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”
30

 

 

Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, dapat 

menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta 

sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping 

itu juga dapat membantu mengekang adanya laju inflasi.
31

 Selain 

perkembangan tak menentu dari peredaran uang didalam negeri, 

kekurangan barang dan percepatan peredaran uang, distsribusi 

kekayaan yang tidak cepat dan tidak merata dapat mengakibatkan 

timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar. Penanganan yang 

tepat mengenai pajak zakat secara bertahap akan dapat 

menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang 

diinginkan. 

 

 

                                                             
30 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), hal. 196 
31 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima 

Yasa, 1997) hal. 248 
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b. Kharaj (pajak bumi/tanah) 

Kharraj merupakan pajak terhadap tanah yang diukur dari 

tingkat produktivitas tanah tersebut. Atau dengan pengertian 

kharraj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang 

terutama ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah 

si pemilik itu seseorang yang dibawah umur, seorang yang dewasa, 

seorang yang bebas, budak, muslim maupun tidak beriman. Cara 

memungut kharraj ada dua jenis, yaitu kharraj menurut 

perbandingan dan kharraj tetap.  

Kharraj menurut perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti 

setengah atau sepertiga hasil itu. Sedangkan, kharraj tetap adalah 

beban khusus yang diberikan pada tanah sebanyak hasil alam atau 

uang persatuan lahan. Kharraj menurut perbandingan pada 

umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan kharraj tetap 

menjadi kewajiban setelah lampau 1 tahun. Bila seseorang tidak 

mampu membayar pajak maka ia diberi waktu sehingga 

keuangannya membaik. Tapi bila seseorang punya suatu itikad 

tidak baik untuk tidak membayar kharraj, maka ia pun dipaksa 

untuk membayar pajak. Demikianlah kita lihat bahwa pajak kharraj 

bukan saja progresif tetapi juga bersifat luas. Dan pajak ini 

konsisten dengan peraturan modern perpajakan. Praktek modern 

untuk memberikan pembebasan pajak dalam hal-hal yang khusus 

dan layak, atau menyita harta benda pengolah karena tidak mau 
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membayar pajak, tampaknya berasal dari administrasi 

sesungguhnya dari pajak kharraj.
32

  

c. Ghanimah (harta rampasan perang) 

Barang rampasan perang merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara Islam yang berkurang. Pendapatan ini terus 

bertambah selama masa ekspansionis Islam oleh karena itu secara 

teknis barang rampasan perang adalah harta benda yang diambil 

dengan kekerasan selama masa perang.
33

 Islam membatasi tuntutan 

tentara penakluk pada empat perlima dari seluruh hasil dengan 

menahan seperlima rampasan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini berdasarkan ayat Al-Qur'an QS. An Anfal 8:41 

ىلِ  هزَّسُ نِ هُ وَ سَ ًُ هَّهِ خُ َّ نِ إَ ءٍ فَ ًِ ٍِ شَ ىِ يِ تُ ًِ ُِ ا غَ ًَ َّ ًُىا ؤَ هَ عِ ا وَ
ىِ  تُ ُِ ىِ آيَ تُ ُِ ٌْ كُ ٍمِ إِ ٍِ انسَّبِ ابِ يِن وَ اكِ ًَسَ انْ وَ ىٰ  ايَ تَ ٍَ نْ ا ىٰ وَ بَ زِ قُ نْ ذِي ا نِ وَ
   ۗ  ٌِ ا عَ ًِ جَ ى انْ قَ تَ نْ وَ ا ىِ ٌَ  ٌِ ا قَ زِ فُ نْ وَ ا ىِ ٌَ ا  ََ دِ بِ عَ ىٰ  هَ ا عَ َُ نْ زَ َِ ا ؤَ يَ انهَّهِ وَ بِ

زٌ ٌ دِ ءٍ قَ ًِ مِّ شَ ىٰ كُ هَ انهَّهُ عَ  وَ
Terjemahan: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang 

dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 

sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman 

kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba 

Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua 

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
34

 

 

Pada kenyataannya hal ini penting dapat ditarik dari analisis 

yang telah dibahas pada zaman Rasulullah bahwasanya tanpa 

mengubah tujuan pokok untuk mencapai keadilan sosial melalui 

                                                             
32

 Ibid., hal. 251 
33 Ibid., hal. 252 
34 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an..., hal. 153 
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perpajakan, rincian hukum Islam yang mengatur sistem pajak dapat 

diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Demikianlah cara modern 

menyita barang rampasan perang oleh negara dapat dibenarkan bila 

harta ini dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Keadaan 

keadaan yang memaksa dilakukannya distribusi barang rampasan 

perang dikalangan tentara muslim yang berjasa menaklukan, kini 

tidak terdapat lagi. Dewasa ini para prajurit di seluruh dunia 

muslim diberi gaji berdasarkan Skala yang teratur dan fasilitas 

kehidupan modern yang berhubungan. Jadi untuk memahami 

secara tepat jiwa hukum Islam penalaran dan pertimbangan rasional 

harus memainkan bagian yang penting dalam rencana masa depan 

suatu tatanan sosial Islami. Menurut penulis pokok dalam keuangan 

negara Islam di masa mendatang adalah dinamisme dan 

Keluwesan.  

d. Jizyah (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim) 

Sumber penerimaan berikutnya ialah Jizyah yaitu pajak yang 

dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk 

jaminan yang diberikan oleh suatu negara islam pada mereka untuk 

melindungi kehidupannya misalnya isalah harta benda, ibadah 

keagamaan, dan untuk pembebasan dari dinas kemiliteran.
35

 

Kewajiban membayar jizyah tersebut di atur dalam QS At-Taubah 

(9):29 sebagai berikut: 

                                                             
35 M.A. Mannan, Teori dan..., hal. 249 
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 ٌَ ى زِّيُ ٌُحَ ا  نَ زِ وَ أخِ وِ انْ ىِ ٍَ انْ ا بِ نَ انهَّهِ وَ ٌَ بِ ُُى يِ ؤِ ٌُ ا  ٍَ نَ ٌ ىا انَّذِ هُ اتِ قَ
ىا  وتُ ٍَ ؤُ ٌ ٍَ انَّذِ قِّ يِ حَ ٍَ انْ ٌ ٌَ دِ ُُى ٌ دِ ٌَ ا  نَ هُ وَ ىنُ سُ رَ زَّوَ انهَّهُ وَ ا حَ يَ

ٌَ و زُ اغِ ىِ صَ هُ ٌَدٍ وَ  ٍِ ةَ عَ ٌَ زِ جِ ىا انْ طُ عِ ٌُ تَّىٰ  ابَ حَ تَ كِ  انْ
Terjemahan: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak 

mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya 

dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar 

(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, 

hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk.”
36

 

 

Istilah “Sahirun” pada ayat tersebut secara sederhana 

diartikan sebagai kepatuhan. Pengartian tersebut didasarkan pada 

(1) karena semua orang baik laki-laki, perempuan maupun anak-

anak dibebaskan dari membayar Jizyah (2) penggunaan kekuatan 

(kekerasan) untuk memaksa keyakinan beragama kepada orang lain 

merupakan larangan oleh Kitab Suci Al-Qur’an. 

e. Pajak atas pertambangan dan harta karun 

Ada perbedaan pendapat mengenai sifat pajak yang 

dikenakan pada pertambangan dan harta karun. Menurut madzhab 

Syafi'i dan hambali, pajak ini dianggap sebagai zakat, sedangkan 

kaum Hanafi menganggapnya sebagai persoalan barang rampasan. 

Bila suatu tambang yang padat dan dapat dilebur mengandung 

emas perak besi dan suatu harta karun ditemukan di tanah kaum 

muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara 

untuk memenuhi keadilan sosial. dalam dewasa ini mengingat 

                                                             
36  Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an..., hal. 191 
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pentingnya pertambangan dan harta terpendam, maka semua 

tambang dinasionalisasi.  

Pertambangan merupakan suatu cabang tersendiri dari 

pengetahuan manusia, baru akhir-akhir ini berkembang. Demikian 

juga pertumbuhan jenis usaha gabungan perusahaan yang 

memonopoli harga dan produksi, dan perusahaan berdasarkan 

saham. Karena itu eksploitasi tambang menjadi suatu usaha yang 

sangat menguntungkan. Bila setiap individu diperkenankan 

menikmati manfaatnya pastilah ini akan mengarahkan pada 

penumpukan kekayaan dalam beberapa gelintir tangan yang 

mengakibatkan hadirnya pengisapan masyarakat Oleh segelintir 

orang saja. Karena hal ini bertentangan dengan Islam, maka sistem 

modern nasionalisasi pertambangan dan harta Terpendam ini 

dibenarkan, asal saja perolehan dari tambang tersebut digunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.  

Dalam hal ini hadis berikut layak untuk dikutip "diriwayatkan 

oleh Abyad Ma'aribi bahwa ia mengunjungi nabi dan meminta izin 

mengusahakan Danau garam di Ma'arib. Nabi mengabulkan 

permintaan itu Tapi ketika itu seseorang yang hadir menyadarkan 

nabi bahwa yang diberikan nabi adalah Telaga yang mengandung 

deposit garam yang berharga. Mengetahui duduk persoalannya nabi 

membatalkan perizinan kepada Abyad".
37

  

                                                             
37 M.A. Mannan, Teori dan..., hal. 254 
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Demikianlah kita lihat bahwasanya negara memiliki hak 

untuk mengeksploitasi sumber mineral untuk kesejahteraan 

masyarakat. Selama masa klasik Islam, eksploitasi sumber mineral 

terbatas pada permukaan tanah dan bukanlah suatu sumber 

keuntungan mahaluas yang memungkinkan terciptanya Suatu kelas 

multi Milioner. Oleh karena itu setiap individu diperkenankan 

mengerjakan tambang. Tapi keadaan telah berubah sama sekali 

mengingat keadaan yang telah dinyatakan tadi. Tapi kami tidak 

bersedia untuk menyetujui nasionalisasi sepenuhnya pada sumber 

daya mineral dengan mengabaikan hak individu masing-masing. 

Negara Islam harus membuat ketentuan untuk pembayaran ganti 

rugi yang wajar dan adil yang selalu relatif bagi kebutuhan 

masyarakat banyak dan harus ditentukan dengan memperhatikan 

gangguan dan kesusahan yang dialami oleh para pemilik dan 

penduduk tanah tersebut. 

f. Bea cukai dan pungutan-pungutan 

Dalam hal dewasa ini timbul pertanyaan apakah sistem 

modern bea cukai dan pungutan itu konsisten dengan jiwa Islam 

terutama bila sistem itu baik dalam ruang lingkup bidang maupun 

tujuan jauh sekali berbeda dari apa yang berlaku pada masa klasik 

Islam. Dari segi persaudaraan universal Islam mungkin tidak 

dibenarkan untuk mengadakan rintangan dalam bidang 

perdagangan internasional Karena pada dasarnya Islam meyakini 
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kesatuan kemanusiaan dan karena itu pula perdagangan bebas. Tapi 

dipandang dari segi kepentingan kelangsungan hidup suatu negara 

Islam miskin yang berkembang sistem bea cukai dan tarif patut 

dipertahankan. Negara islam berhak untuk mengenakan suatu 

jumlah bea cukai asal saja penghasilan tersebut digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat luas dan tidak mendorong tumbuhnya 

suatu monopoli ataupun sejenisnya. Pajak tersebut merupakan 

sumber utama penghasilan selama masa dini Islam.  

Pajak pada sektor pemerintahan ialah bahwa tanah menjadi 

milik negara bila pemiliknya meninggal dunia tanpa meninggalkan 

wasiat atau ahli waris atau tidak ada yang menuntut tanah dan harta 

benda tersebut. Selanjutnya suatu sumber pendapatan lain ialah 

wakaf yaitu Bila seseorang menyerahkan hak miliknya kepada 

negara untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf pertama atas harta 

benda yang tidak bergerak dilaksanakan oleh Khalifah Umar dan 

hal ini diikuti oleh kaum muslimin pada umumnya selama berabad-

abad.
38

 

Di zaman modern pun harta benda wakaf merupakan sumber 

penerimaan bagi banyak negara Islam karena penerimaan ini 

merupakan pinjaman kepada Allah dengan demikian hal ini tidak 

boleh dicampuradukkan dengan penghasilan umum untuk 

pengeluaran negara yang diantaranya ada yang mungkin tidak 

                                                             
38 M.A. Mannan, Teori dan..., hal. 255 
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selalu dibenarkan. Nyatalah bahwa struktur pajak masa Islam dini 

yang elastis dan dinamis dapat merupakan pelajaran yang sangat 

baik bagi para ahli ekonomi modern dan para ahli keuangan. 

Sistem fiskal modern telah menghadapi masalah besar 

penghindaran pajak, yang praktis tidak terdapat selama masa Dini 

pemerintahan Islam. Yang diperlukan ialah hanya menanamkan 

ajaran ajaran Islam pada masyarakat Islam agar supaya mereka 

menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban 

keagamaan dan moral. Hari ini lah merupakan tantangan yang 

harus diterima oleh suatu negara Islam jika ajaran agama Islam 

yang agung ini hanya dijadikan pemanis saja aku tidak akan ada 

jawaban terhadap masalahnya. 

Jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara 

(pendapatan negara) ada yang bersifat rutin seperti zakat, kharaj, ushr 

(cukai), infak, shadaqah, serta pajak jika diperlukan, dan ada yang 

bersifat temporer seperti ghanimah, fa’i, dan harta yang tidak ada 

pewarisnya.
39

 Kebijakan belanja (pengeluaran) di antaranya adalah 

kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan 

menjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua dikeluarkan untuk 

pokok pengeluaran lain. Menurut Ibn Taimiyah, dijelaskan sebagai 

berikut:
40

 

                                                             
39 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif..., hal. 221 
40  Eko Suprayitno, Ekonomi Islam…, hal. 184 
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a. Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah 

lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai 

dari anggaran penerimaan fa’i  

b. Memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau qadhi  

c. Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya  

d. Utilitas (kegunaan) umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, 

harus ditanggung negara 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang 

menjadi bahan acuan dalam penyusunan skirpsi ini, adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wimpi Priambudi dengan judul penelitian “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal 

Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013”.
41

 Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Belanja 

Modal, mengetahui Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal dan mengetahui 

Pengaruh PAD dan DAU secara bersama-sama terhadap Belanja Modal. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu PAD berpengaruh  positif  dan signifikan 

terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Belanja Modal, PAD dan DAU berpengaruh positif dan  signifikan  secara 

bersama-sama terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian ini terletak 

                                                             
41

 Wimpi Priambudi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013”, Jurnal Nominal, 

Vol. 4 No. 1, 2017, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 145, dalam 

http://eprints.uny.ac.id/38918/1/skripsi_wimpi%20priambudi_12812141018.pdf, diakses pada 

tanggal 30 Agustus 2018 

http://eprints.uny.ac.id/38918/1/SKRIPSI_Wimpi%20Priambudi_12812141018.pdf
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pada jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data penelitian, dan 

variabel dependennya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun, 

sampel, populasi, variabel independen dan alat pengolahan datanya 

menggunakan spss sedangkan penelitian saya menggunakan Eviews. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Tolu dengan judul “Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)”.
42

 Dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  

Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  pada  alokasi  Belanja  

Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK  

secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen 

Belanja Modal. Namum secara parsial PAD dan DAK tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian ini 

terletak pada variabel dependennya dan jenis datanya. Adapun perbedaan 

terletak pada tahun penelitian, banyaknya variabel independen, populasi dan 

sampel, dan alat pengolahan datanya menggunakan spss sedangkan 

penelitian saya menggunakan Eviews. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti dan Heru Fahlevi dengan 

judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di 

                                                             
42 Andri Tolu, et. all., “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum 

Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)”, Jurnal Berkala 

Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 02, 2016, Universitas Sam Ratulangi: Manado, hal. 548, dalam 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12760, diakses pada tanggal 30 Agustus 

2018 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12760


67 
 

 

Wilayah Aceh)”
43

 dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji variabel 

independen dan dependen, pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan dana bagi hasil secara individual dan parsial terhadap belanja 

modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DBH secara bersama-sama 

berpengaruh, PAD berpengaruh positif pada belanja modal, DAU 

berpengaruh positif terhadap belanja modal dan DBH berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. Persamaan penelitian ini terletak pada metode 

analisis data, jenis datanya dan variabel dependennya. Sedangkan perbedaan 

terletak pada tahun, populasi dan sampel, variabel independennya dan alat 

pengolahan datanya menggunakan spss sedangkan penelitian saya 

menggunakan Eviews. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anjar Guritno dan Leny Suzan 

dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bandung 

Raya Tahun 2008-2013”.
44

 Tujuan penelitian ini untuk menguji 

menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum 

terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

                                                             
43 Susi Susanty & Heru Fahlevi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/ Kota Di Wilayah Aceh)”, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2016, Universitas Syiah Kuala, hal. 

189, dalam https://media.neliti.com/media/publications/187047-id-pengaruh-pendapatan-asli-

daerah-dana-alo.pdf, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 
44 Anjar Guritno & Leny Suzan, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bandung Raya Tahun 2008-2013”, e-

Proceeding of Management, Vol. 7 No. 2, 2015, Universitas Telkom, hal. 8, dalam 

https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/101740/jurnal_eproc/pengaruh-

pendapatan-asli-daerah-dan-dana-alokasi-umum-terhadap-belanja-modal-pada-kabupaten-kota-di-

bandung-raya-tahun-2008-2013.pdf, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 
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simultan variabel pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial variabel 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja 

modal. Sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap belanja modal. Persamaan penelitian ini terletak 

pada jenis data penelitian, dua variabel bebas, dan variabel terikatnya. 

Adapun perbedaannya teletak pada metode analisis data, tahun, populasi, 

sampel dan alat pengolahan datanya menggunakan spss sedangkan 

penelitian saya menggunakan Eviews. 

Penelitian selanjutnya ini dilakukan oleh Mawarni dkk dengan judul  

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

(Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)”
45

 dengan tujuan untuk  menguji  

dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh PAD dan DAU  

terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh 

signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU 

berpengaruh negatif terhadap belanja  modal dan perpengaruh signifikan  

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal tidak 

perpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini 

                                                             
45 Mawarni, et. all., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten 

Dan Kota Di Aceh)”, Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 2, Mei 2013, Universitas Syiah Kuala, hal. 88, 

dalam 

https://www.researchgate.net/publication/312046185_pengaruh_pendapatan_asli_daerah_dan_dan

a_alokasi_umum_terhadap_belanja_modal_serta_dampaknya_terhadap_pertumbuhan_ekonomi_d

aerah_studi_pada_kabupaten_dan_kota_di_aceh, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 
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adalah jenis data yaitu data sekunder. Perbedaan terletak pada variabel 

independen, variabel dependen, metode analisis data, tahun penelitian, 

populasi, sampel dan alat pengolahan datanya menggunakan spss sedangkan 

penelitian saya menggunakan Eviews. 

Penelitian ini dilakukan oleh Andreas Marzel Pelealu dengan judul 

“Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-

2012”
46

. Adapun tujuan peneltian ini untuk mengetahui pengaruh DAK dan 

PAD terhadap belanja  modal. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa DAK 

dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 

pemerintah Kota Manado. Dan DAK merupakan anggaran yang memiliki 

kontribusi terbesar terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado, 

sedangkan PAD yang merupakan penerimaan daerah pemerintah Kota 

Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal. 

Adapun persamaan penelitian ini terletak pada jenis sumber data penelitian 

yang sama-sama menggunakan data penelitian sekunder, persamaan lainnya 

terletak pada variabel terikat (Y) adalah belanja modal dan teknik analisis 

datanya. Sedangkan perbedaanya terletak pada jumlah variabel bebas, tahun 

penelitian, populasi, sampel dan alat pengolahan datanya menggunakan spss 

sedangkan penelitian saya menggunakan Eviews. 

                                                             
46 Andreas Marzel Pelealu, “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”, Jurnal 

EMBA, Vol. 1 No. 4, Desember 2013, Universitas Sam Ratulangi: Manado, 2013, hal. 1197, dalam 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2892, diakses pada tanggal 30 Agustus 

2018 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2892


70 
 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Yunistin Ndede dkk dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota 

Manado”.
47

 Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Anggaran 

Belanja Modal yang dicapai oleh pemerintah Kota Manado tidak 

berpengaruh secara signifikan. Secara parsial DAK yang dicapai pemerintah 

Kota Manado berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal yang terealisasi di Kota Manado. Dan secara simultan PAD 

dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal. Adapun persamaan penelitian ini terletak pada metode analisis data 

yaitu menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaannya 

terletak pada jumlah variabel bebas, tahun penelitian, populasi, sampel dan 

alat pengolahan datanya menggunakan spss sedangkan penelitian saya 

menggunakan Eviews. 

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Anita Lestari dengan judul 

“Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap 

Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 

                                                             
47 Yunistin Ndede, et. all., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado”, Jurnal 

Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 03, Universitas Sam Ratulangi: Manado, 2016, hal. 594, 

dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/13522/13107, diakses pada 
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Tenggara”
48

. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja 

modal. PAD mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. DAU mempunyai pengaruh 

signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan 

daerah. Dan Belanja modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan 

positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Persamaannya terletak pada 

metode analisis data, variabel dependen yang membahasa belanja modal, 

jenis dan sumber data. Sedangkan perbedaan terletak pada jumlah variabel 

bebas, dan variabel terikat, tahun penelitian, populasi, sampel dan alat 

pengolahan datanya menggunakan spss sedangkan penelitian saya 

menggunakan Eviews. 

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Ni Nyoman Widiasih dan Gayatri 

dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”
49

. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli 

daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pada belanja modal serta 

untuk mengetahui terjadinya fenomena flypaper effect. Hasil penelitian ini 

                                                             
48 Anita Lestari, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”, 

Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2, Universitas Halu Oleo: Kendari, 2016, hal. 
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November 2018 
49 Ni Nyoman Widiasih & Gayatri, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”, E-Jurnal 

Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18 No. 3, Universitas Udayana: Bali, 2017, hal. 2165, dalam 
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adalah Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Bali, Dana alokasi umum berpengaruh positif 

pada belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Dana bagi hasil 

berpengaruh negatif pada belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi 

Bali, dan tidak terjadi fenomena flypaper effect pada belanja modal 

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Persamaan penelitian ini terletak pada 

variabel dependen, jenis data dan sumber data, teknik analisis data. 

Sedangkan perbedaan terletak pada jumlah variabel independen, tahun 

penelitian, sampel dan populasi penelitian dan juga dan alat pengolahan 

datanya menggunakan spss sedangkan penelitian saya menggunakan 

Eviews.  

Penelitian yang terakhir diteliti oleh Herman Yawa dan Treesje Runtu 

dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan 

Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Manado”.
50

 Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU dan 

PAD terhadap Belanja Modal di Kota Manado. Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja 

Modal dan variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Secara bersamasama DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal di Kota Manado. Persamaan penelitian ini terletak pada 

variabel dependen/ terikat yang membahas mengenai belanja modal, sumber 
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data, jenis data, dan metode analisis data. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada jumlah variabel independen, tahun penelitian, sampel dan populasi 

penelitian dan juga dan alat pengolahan datanya menggunakan spss 

sedangkan penelitian saya menggunakan Eviews. 

 

H. Kerangka Konseptual 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas 

Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi 

Khusus (X3) terhadap variabel terikat Belanja Modal (Y) Kabupaten/ Kota 

di Wilayah Jawa Timur periode 2014-2016.  

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual  

 

Pendapatan Asli Daerah  
(X1)
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Dana Alokasi Umum 

(X2)
52

 

 

Dana Alokasi Khusus  

(X3)
54

 

 

Hubungan-hubungan antar variabel diatas dijelaskan bahwa Belanja 

Modal merupakan variabel Y, dan variabel Pendapatan asli daerah X1, dana 
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53 Andri Tolu, et. all., “Analisis Pengaruh..., hal. 548  
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alokasi umum merupakan variabel X2 dan Dana Alokasi Khusus X3. Dalam 

penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus lainnya akan dianalisis dan diuji kebenarannya 

apakah terdapat pengaruh terhadap variabel belanja modal ataukah tidak. 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau 

kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa 

sebabnya adanya demikian.
55

 Dengan demikian, hipotesis masih harus 

dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan kerangka 

konseptual diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap 

 Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap  

 Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap 

 Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur periode. 

H4 : Terdapat pengaruh secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah, 

 Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

  Modal Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Timur. 

 

                                                             
55 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2012), hal. 48 


